Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 135 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 116 TAHUN 2016 TENTANG TIM REVIU
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN - KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya perubahan jadwal pelaksanaan
reviu penelaahan pagu indikatif tahun 2017;

b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penelaahan atas
penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat
tahunan berupa Rencana Kerja Dan Anggaran -
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan
penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Reviu
Rencana Kerja Dan Anggaran - Kementerian/Lembaga (RKA-
K/L) Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 116 tahun 2016 Tentang Tim Reviu Rencana Kerja
Dan Anggaran - Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pada
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan
Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 116 TAHUN 2016
TENTANG TIM REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN -
KEMENTERIAN/LEMBAGA  (RKA-K/L) PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Diktum KEEMPAT Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 116 Tahun 2016
Tentang Tim Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran -
Kementerian/Lembaga (Rka-K/L) Pada Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan mulai dari
bulan Juli 2016 sampai dengan November 2016.

Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Tim
Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran - Kementerian/Lembaga
(Rka-K/L) Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN -
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan N Honorarium
No. dalam Tim (Rp)
1 Pengarah . | Salusra Widya 750.000
2 Ketua . | Rita Berlis 650.000
3 Anggota ;1. Zulhenny 500.000
2. Fajar Adi Hemawan 500.000
3. Devi Yanurida 500.000
4. Agita Marelia Ulfa 500.000
5. Arso Hadi Wardhono 500.000
6. Adreng Kusuma 500.000
Ayuningtyas 500.000
7. Angga Widita Amirul 500.000
8. Estu Retno Yuliati 500.000
9. Eva Sari Dewi 500.000
10. Christine Ayu Suciati
(Pejabat/Pegawai Badan
Pengawas Keuangan dan
Pembangunan) 500.000
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Kedudukan s Honorarium
No. dalam Tim (Rp)
11. Didi Permana
(Pejabat/Pegawai Badan
Pengawas Keuangan dan
Pembangunan) 500.000
KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:
Sekretaris Utama LKPP;

Inspektur LKPP;
PPK Inspektorat LKPP;
Bendahara Pengeluaran LKPP;

S ch B ot

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juli 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

AGUI NGO

AGUS PRABOWO

Yang bersangkutan Untuk Diketahui dan Dilaksanakan.

Direktur Anggaran |l, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
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